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Abstrak Buku
Undang-Undang No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5/1999) harus diakui masih belum secara lengkap 
mampu memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang timbul sebagai 
pelaksanaan dari UU tersebut. Khususnya pada masalah penegakan hukum yang berkaitan 
dengan peran lembaga peradilan. Sebagaimana dengan hukum persaingan di negara-negara 
lain, maka penegakan hukum berlapis yang dianut oleh UU No. 5 tahun 1999 juga 
memberikan ruang dan tempat pada tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha sebagai garda depan penanganan masalah persaingan yang 
diatur dalam UU ini.
Masalah yang sering dibicarakan saat ini adalah masalah hukum acara (prosedur) 
yang berlaku dalam menangani perkara persaingan usaha. Salah satunya adalah masalah 
upaya hukum Keberatan terhadap putusan KPPU yang dapat diajukan oleh pelaku usaha yang 
telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran UU No.5/1999. Undang-undang ini hanya 
mengatur bahwa pelaku usaha yang keberatan kepada Pengadilan Negeri di tempat 
kedudukan usaha pelaku usaha. Selanjutnya Pengadilan Negeri harus memberikan 
putusannya dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. Dan 
terhadap putusan Pengadilan Negeri, pelaku usaha dapat mengajukan kasaSI KE Mahkamah 
Agung, untuk kemudian Mahkamah Agung memberikan putusannya dalam waktu 30 hari.
UU No. 5/1999 tidak mengatur lebih lanjut tentang penafsiran dari upaya hukum 
Keberatan maupun hukum acara yang akan dipakai sebagai acuan dalam pemeriksaannya. 
Minimnya tentang pengaturan upaya hukum Keberatan ini menyulitkan Pengadilan Negeri 
sebagai lembaga yang berwenang memeriksa perkara tersebut. Hal ini dikarenakan upaya 
hukum Keberatan belum pernah dikenal dalam praktek hukum acara perdata di Indonesia 
apalagi dengan limitatif waktu pemeriksaan yang cukup singkat. Begitu pula absennya 
pedoman teknis yang akan digunakan dalam memeriksa upaya keberatan menimbulkan 
penafsiran yang berbeda-beda.
Fakta yang memperlihatkan penafsiran yang berbeda ini terlihat pada kasus 
persekongkolan tender saham Indomobil (2002), di mana ke delapan pelaku usaha yang 
dinyatakan bersalah dalam putusan KPPU mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri yang 
berbeda-beda sesuai kedudukan hukum usaha pelaku usaha. Pada kasus ini, kompotensi 
relatif Pengadilan dipertanyakan sedemikian hebatnya, begitu pula kompotensi absolut KPPU 
sebagai lembaga pengawas persaingan usaha yang independen. Keadaan ini menimbulkan 
ketidakpastian hukum khususnya dalam upaya penegakan hukum persaingan usaha.
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Walaupun benar tidak ada UU yang dapat dikatakan sempurna, sebenarnya masalah 
minimnya pengaturan tentang upaya hukum Keberatan ini telah banyak mendapatkan kritik 
yang disampaikan pada berbagai seminar, presentasi maupun diskusi yang diselenggarakan 
berbagai pihak yang bertujuan untuk mengkritisi UU No. 5/1999. Berbagai kritik tersebut 
selain datang dari kalangan hakim sebagai pihak yang berwenang memeriksa dan 
memutuskan perkara keberatan, dari kalangan pelaku usaha sebagai pihak yang mengajukan 
keberatan, maupun dari KPPU sebagai lembaga yang putusannya diajukan keberatan.
Melalui buku ini kami berusaha memaparkan hal-hal yang menjadi pokok 
permasalahan dalam penegakkan hukum persaingan usaha, khusunya pada penanganan upaya 
hukum Keberatan terhadap putusan KPPU. Dengan mengadakan berbagai penelitian yang 
terkait dengan materi penulisan, untuk kemudian mengusulkan berbagai rekomendasi yang 
dapat dilakukan sebagai solusi dalam memecahkan permasalahan tersebut dengan 
berpedoman pada landasan hukum positif yang berlaku di Indonesia, maupun dengan 
melakukan studi banding praktek penegakan hukum persaingan usaha di AS dan Jerman.
Semoga buku ini dapat membuka cakrawala pembaca akan kelemahan yang masih 
dimiliki oleh UU No. 5/1999 dan dengan langkah nyata terhadap alternatif solusi yang kami 
paparkan semoga dapat memperbaiki kelemahan tersebut, sehingga fungsi dan tujuan dari 
UU No. 5/1999 untuk menciptakan kepastian hukum persaingan serta mewujudkan iklim 
usaha yang kondusif di Indonesia dapat tercapai.
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